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BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

 NOMOR 84 TAHUN 2022 

TENTANG 

ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA  

PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang  :   a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam             

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara dan ketentuan dalam Pasal 5 dan 

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, maka setiap Instansi wajib 

menyusun Analisa Jabatan dan Analisa  Beban Kerja 

yang memuat Informasi Jabatan, Nomenklatur 

Jabatan, Uraian Tugas, Syarat Jabatan sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dari setiap 

jabatan pada Perangkat Daerah; 

  b.  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban 

Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 

 

Mengingat   :    1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat 

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6264); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 

tentang Pedoman Jabatan fungsional umum di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 

Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran 

Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA JABATAN DAN 

ANALISA BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN GRESIK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah  adalah Kabupaten Gresik. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Gresik. 



- 5 - 
 

3. Bupati  adalah Bupati Gresik. 

4. Perangkat Daerah dalah Unsur Pembantu bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah.  

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat  yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan 

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan. 

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan melaksanakan proses 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 

pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 



- 6 - 
 

11. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang 

menduduki Jabatan Administrasi pada instansi 

pemerintah. 

12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai 

aparatur sipil negara yang bertanggung jawab 

melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

13. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang 

diperoleh melalui pendidikan formal. 

14. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab,  wewenang  dan 

hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan 

dan pembangunan. 

15. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang 

menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan 

pola kerja. 

 

BAB II 

PELAKSANAAN ANALISA JABATAN  

DAN ANALISA BEBAN KERJA 

Pasal 2 

(1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dan 

melaksanakan Analisa Jabatan dan Analisa Beban 

Kerja. 

(2) Hasil pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban 

Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan 

untuk : 

a. penataan kelembagaan; 

b. penataan  kepegawaian; dan 

c. ketatalaksanaan. 

(3) Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 

5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun 

berdasarkan prioritas kebutuhan dan dilakukan 

penyesuaian bila terdapat perubahan rincian tugas, 

fungsi pada jabatan Perangkat Daerah yang 

bersangkutan. 
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Pasal 3 

(1) Penataan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi Pembentukan, 

Penggabungan, perampingan, penghapusan, dan 

pengembangan unit kerja. 

(2) Penataan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi penentuan formasi 

pegawai, penerimaan, penempatan dan mutasi sesuai 

dengan syarat jabatan serta pengembangan kapasitas 

pegawai melalui pendidikan dan latihan. 

(3) Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf c, meliputi hubungan kerja, pedoman 

kerja, sistem kerja dan tatalaksana kerja. 

(4) Pengawasan dan akuntabilitas kinerja, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  d, meliputi 

uraian tugas, perencanaan, pengorganisasian,              

pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan 

pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi 

Perangkat Daerah. 

 

 BAB III 

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA  

BEBAN KERJA 

Pasal 4 

(1) Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban 

Kerja Tahun 2021 sebagaimana dalam rekapitulasi hasil 

isian formulir Informasi Jabatan. 

(2) Hasil isian Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan   

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Perangkat 

Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2018  Nomor 23), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 28 Nopember 2022 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Ttd. 

 

FANDI AKHMAD YANI 

 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 28 Nopember 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GRESIK, 

 

Ttd. 

 

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT. 

       Pembina Utama Muda 

 NIP. 19661027 199803 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 84 

 


